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ABSTRACT 
 
The thesis is the implementation of good governance in the implementation of 
procurement of goods and services (public works studies in the province of West 
Kalimantan). The method used in this research is normative sociological approach. 
From the results of this thesis research we concluded that adoption of good governance 
in the procurement of government goods and services at the Department of Public 
Works of West Kalimantan Province is generally guided by the Regulation of the 
President of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2015 On the Fourth Amendment 
to the Presidential Regulation No. 54 Year 2010 On Procurement goods / Services.  
From the results of this thesis research we concluded that adoption of good governance 
in the procurement of government goods and services at the Department of Public 
Works of West Kalimantan Province is generally guided by the Regulation of the 
President of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2015 On the Fourth Amendment 
to the Presidential Regulation No. 54 Year 2010 On Procurement goods / Services. To 
carry out the function of supervision over government procurement, West Kalimantan 
Governor issued a circular on the general user activity management APBD / APBN / L 
in the Provincial Government Kalimantan Barat.Kendala-constraints faced by the Public 
Works Department in the province of West Kalimantan implementation of public 
auction tender the procurement of goods and services among others, lack of personnel 
from agencies who have passed the certification of procurement of goods and services; 
conflict of auction schedule with personnel coming from outside agencies; lack of 
effective technical team to correct or check the planning document; HR services 
provider less. That the efforts of Public Works Department of West Kalimantan 
Province took a strategic policy to address various problems in implementing Tata 
Keperintahan good in the procurement of government goods and services at the 
Department of Public Works of West Kalimantan Province, following that the 
Department of Public Works and Government of West Kalimantan Province formed a 
steering committee for Development West Kalimantan Province which carry team 
Principal Duties and Functions include guidance and control Development of West 
Kalimantan Province, especially the procurement of goods and services. West 
Kalimantan Provincial Government has implemented a performance-based budgeting. 
Application of performance indicators is expected to boost the accountability of 
government procurement. To avoid inflation (Mark-Up) costs in the stage of budgeting 
and preparation of Self-Estimated Price (HPS) procurement of goods and services, the 
Government of West Kalimantan Province issued the West Kalimantan Governor 
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Number 58 Year 2015 on the Standard Cost and Unit Price Regional Shopping West 
Kalimantan .Dinas public Works and Government of West Kalimantan monitoring and 
evaluation of all activities of procurement, West Kalimantan Provincial Government 
through the Bureau of Development Secretariat of West Kalimantan Province allocates 
funds for education and training certification morning procurement employees on the 
environment Agency Public Works West Kalimantan Province. West Kalimantan 
provincial government establishes Daily Newspapers Newspaper Thanks as West 
Kalimantan Province to the announcement of procurement of goods and services of the 
provincial government of West Kalimantan. 
Keywords: Implementation, Procurement, goods and services. 
 
ABSTRAK 
Tesis ini penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan 
pengadaan barang dan jasa ( studi di dinas pekerjaan umum provinsi Kalimantan Barat). 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif  
sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Penerapan tata 
kepemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas 
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara umum berpedoman pada Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Untuk 
melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah, Gubernur Kalimantan Barat  mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk 
umum pengelolaan kegiatan sumber dana APBD/APBN/L di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat.Kendala-kendala  yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Kalimantan Barat  dalam pelaksanaan lelang umum tender pengadan 
barang dan jasa antara lain kurangnya jumlah personel dari instansi yang dinyatakan 
lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa; adanya benturan jadwal lelang dengan 
personel yang berasal dari instansi dari luar; kurang efektifnya tim teknis yang 
mengkoreksi atau memeriksa dokumen perencanaan; SDM dari penyedia jasa kurang. 
Bahwa upaya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengambil kebijakan 
strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Tata Keperintahan 
yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum 
Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Tim Pembina Pembangunan 
Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Pokok Tim ini antara 
lain melakukan pembinaan dan pengendalian Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 
khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Barat telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Penerapan indicator kinerja 
diharapkan dapat mendongkrak akuntabilitas pengadaan barang dan jasa 
pemerintah.Untuk menghindari penggelembungan (Mark-Up) biaya dalam tahap 
penganggaran dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan 
jasa, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan 
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.Dinas Pekerjaan umum dan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan 
pengadaan barang dan jasa,Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro 
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Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan dana untuk 
kegiatan pendidikan dan latihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pagi pegawai 
yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Surat Kabar Harian Berkat sebagai Surat Kabar 
Provinsi Kalimantan Barat untuk pengumuman proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah provinsi Kalimantan Barat.  
Kata Kunci:Penyelenggaraan, Pengadaan, Barang Dan Jasa.  
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Latar Belakang  
Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan, tuntutan 
tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam seluruh kegiatan 
pemerintah dan pembangunan tidak dapat dihindari lagi. Good Governance 
mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang 
baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang 
baik maupun administrasi negara yang baik. Sedangkan Good Governance 
menurut Lembaga Administrasi Negara, adalah penyelenggaraan pemerintahan 
negara yang solid dan bertanggungjawab, efisien dan efektif, dengan menjaga 
kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor 
swasta dan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap domain diharapkan mampu 
menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan 
efektif. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi 
paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (market or public interest), 
dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi small and less 
government, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan 
dari yang sentralistik ke desentralistik
1
. 
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh 
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. 
Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli 
dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang 
                                                             
1
 Bapenas. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik. Sekeretariat Pengembangan 
Kebijakan  Nasional  Tata Kepemerintahan yang baik, hal. 1. BAPPENAS.2007 
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memburuk. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru yang semula 
diperkenalkan lembaga-lembaga donor internasional, yaitu konsep tata 
kepemerintahan yang baik (good governance), sekarang menjadi salah satu kata 
kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di 
Indonesia. Konsep ini pertama diusulkan oleh Bank Dunia (World Bank), United 
Nations Development Program (UNDP), Asian Development Bank (ADB), dan 
kemudian banyak pakar di negaranegara berkembang bekerja keras untuk 
mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata-pemerintahan tersebut 
berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal
2
. 
Tata kepemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan 
wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara 
pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan 
lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat 
mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan 
menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat
3
. 
Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya 
demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat 
mutlak bagi terwujudnya good govemance, yang berdasarkan pada adanya 
tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu 
akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan 
nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah 
governance.Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak 
                                                             
2
 Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. hal. 78. UGM Press. 
Yogyakarta. 2006 
3
 Lalolo Krina. Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi. hal.4. 
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lagi sematamata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan 
pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, 
masyarakat madani, dan pihak swasta. Good governance juga berarti 
implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan 
hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu
4
. 
Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak pada reformasi politik di 
Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalami transformasi dari 
sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik 
menuntut adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, 
dan selanjutnya kebijakan desentralisasi ini dituangkan dalam Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004 dan direvisi menjadi  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi 
daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan 
pembangunan, peningkatkan daya saing daerah, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Prinsip otonomi daerah merupakan otonomi seluas-luasnya dalam arti 
daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan 
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki 
kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, 
peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 
                                                             
4
 Lalolo Krina. Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi. hal.5. 
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bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Kebijakan otonomi daerah memiliki konsekuensi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, yaitu secara politik, desentralisasi merupakan langkah menuju 
demokratisasi, karena Pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran 
pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan 
semakin nyata. Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah 
swakelola dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan modal sosial 
dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Secara ekonomi, desentralisasi 
diyakini dapat mencegah eksploitasi Pemerintah Pusat terhadap daerah, serta 
dapat menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat 
untuk lebih produktif. Secara administrasi, desentralisasi akan mampu 
meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, 
pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik. 
Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi tersebut, baik ekonomi 
makro domestik dan internasional, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 
negara, berbagai target pembangunan, dan berbagai tantangan yang mungkin 
dihadapi, secara ringkas APBN 2015 mengalokasikan belanja negara sebesar 
Rp2.039,5 triliun atau 18,3 persen terhadap PDB, yang didanai dari pendapatan 
negara dan hibah sebesar Rp1.793,6 triliun atau 16,1 persen terhadap PDB dan 
pembiayaan anggaran sebesar Rp245,9 triliun atau 2,2 persen terhadap PDB, 
Sebagian besar Belanja tersebut dianggarkan untuk belanja modal dan belanja 
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barang melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah
5
. Melalui kerja 
keras, upaya yang sungguh-sungguh, dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran 
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta didukung oleh seluruh komponen bangsa, 
APBN 2015 diharapkan akan semakin efektif dan berperan dalam pencapaian 
upaya untuk memakmurkan rakyat dan memajukan kehidupan bangsa. Di 
samping itu, peran serta lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan 
keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah 
(APIP) diperlukan untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran 
negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah. 
Berdasarkan Capaian Kinerja Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Indonesia, menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2014 KPK 
melakukan 78 kegiatan penyelidikan, 93 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, 
baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Selain itu juga 
melakukan eksekusi terhadap 44 putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. Lebih dari 110 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam 
bentuk PNBP dari penanganan perkara, sebagian besar kasus tindak pidana 
korupsi tersebut terjadi pada Pemerintah Daerah. Selain itu yang menjadi 
perhatian adalah semua tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah tersebut 
terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
Upaya mewujudkan good local governance bukanlah suatu hal yang mudah 
seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan 
perjuangan dan waktu panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelengaraan 
                                                             
5
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU). Nota Keungan dan APBN Tahun 2015 
Republik Indonesia, hal. I-4. KEMENKEU, Jakarta.2015 
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desentralisasi merupakan sarana yang mendekatkan Bangsa Indonesia pada 
kondisi yang ideal untuk membangun good local governance. Upaya mewujudkan 
good local governance idealnya dimulai dengan mewujudkan good governance 
pada Pemerintah Pusat sebagai pilots pemerintahan. Selain itu format kebijakan 
otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk mengetahui apakah 
penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya 
pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN. 
Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka pengelolaan keuangan negara, 
pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan baik dalam kerangka administrasi 
negara maupun kerangka hukum, kemudian kebijakan tersebut diformulasikan 
antara lain dalam kebijakan pengadaan nasional yang dituangkan dalam Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden. 
Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah dalam 
pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan 
kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan 
penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk 
memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional 
pada perdagangan internasional. 
Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka 
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang 
buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. 
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Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang 
selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan 
menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakberesan sistem pengadaan juga 
membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap 
integritas proses pengadaan.Apabila dipandang dari berbagai aspek, sistem 
pengadaan pemerintah di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Sistem tersebut 
tidak berorientasi ke pasar, rawan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi, serta 
mengurangi nilai dana untuk kepentingan rakyat.  
Kerangka hukum dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan 
jasa untuk pemerintah telah mengalami kemajuan cukup pesat dengan 
dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang telah direvisi sebanyak 4 (empat) kali yang terbaru 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Keppres ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar dalam proses 
pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, 
dan efisien. 
Salah satu pilar utama dalam upaya Pemerintah untuk memperbaiki 
penyelenggaraan negara adalah sistem pengadaan pemerintah. Selama ini, 
Pemerintah Indonesia mengatur sistem pengadaan melalui Keputusan Presiden, 
Keputusan dan Surat Edaran Menteri dan berbagai keputusan serta instruksi 
lainnya oleh Gubernur, Walikota dan Bupati. Prosedur dan pelaksanaannya telah 
berkembang selama bertahuntahun sebagai jawaban terhadap berbagai upaya 
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untuk meningkatkan kerangka hukum dalam sistem pengadaan tersebut. 
Regulasi pengadaan pemerintah melalui keputusan Presiden tidak berada 
pada tingkat hukum yang cukup tinggi. Masalah utamanya adalah dalam 
lingkungan desentralisasi, regulasi pengadaan publik melalui keputusan presiden 
tidak menetapkan prinsip-prinsip dasar dan kebijakan yang mengatur pengadaan 
pemerintah pada tingkat perundang-perundangan yang cukup tinggi. Inilah yang 
menyebabkan mengapa ada kebutuhan terhadap Undang-undang (UU) pengadaan 
yang memperhatikan baik kelaziman yang berlaku secara internasional maupun 
kepentingan spesifik Indonesia
6
. 
Akan tetapi, pengadaan pemerintah masih membingungkan akibat instrumen 
hukum yang berlapis-lapis pada level pemerintahan. Pelaksanaan sistem 
desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan 
tersendiri untuk melakukan pengadaan publik. Hal ini berdampak instrumen yang 
berbeda-beda terhadap pengadaan pemerintah, dan mengakibatkan terjadi hal-hal 
yang tidak konsisten dalam aplikasinya akibat kesalahpahaman atau perbedaan 
penafsiran terhadap berbagai peraturan. 
Secara historis, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah ang 
dibiayai APBN/APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, bertolak 
dari latar belakang seperti demikian dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri 
yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, 
penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah 
yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun 
                                                             
6
 UNDP. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007. hal. 112. Kemitraan, Jakarta.2008. 
 
12 
 
eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi. Muncullah 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 dan direvisi dengan 
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memang sangat 
membutuhkan pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP).  
LKPP berkedudukan sebagai lembaga negara pemerintah non kementerian 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden, dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara 
PPN/Kepala Bappenas.Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran penting terkait 
dengan penanganan keluhan terhadap isu korupsi yang menjadi tugas KPK dan 
persaingan yang tidak adil yang menjadi wewenang KPPU. Pengaturan ini 
menimbulkan isu mengenai reliabilitas dan efisiensi system penyampaian 
keluhan. Dalam hal mekanisme sanksi, ada ketentuan mengenai anti-korupsi di 
dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010. Akan tetapi, sepanjang kapasitas itu terus-
menerus pada posisi yang lemah, gaji yang rendah dan tidak ada jalur karir yang 
memuaskan bagi praktisi pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak ada 
mekanisme penanganan keluhan yang baik, dan tidak ada sanksi tegas untuk 
tindak korupsi, maka perbuatan korupsi akan tetap tumbuh subur
7
. 
Begitu juga halnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada 
                                                             
7 UNDP. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007. hal. 114 
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bagian dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, maka pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan 
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Mencermati kondisi pengadaan pada Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat saat ini juga belum menunjukkan hasil yang maksimal, 
hal ini antara lain disebabkan karena kelemahan sistem pengadaan barang dan jasa 
pemerintah baik dari segi substansi hukum maupun budaya birokrasi organisasi 
dan aparatur yang belum menunjang terlaksananya pengadaan barang dan jasa 
dengan baik, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai penyelewengan dalam 
pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting, karena 
akan mempengaruhi efektivtas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, dan pada 
akhirnya akan mempengaruhi kinerja pembangunan bangsa Indonesia dalam 
mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan. Pembangunan 
diterjemahkan dalam berbagai kebijakan, program, dan proyek-proyek. Proyek 
adalah satuan investasi terkecil yang terdiri dari sejumlah bagian ataupun kegiatan 
yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena 
itu sistem dan proses pengelolaannya akan secara langsung dan signifikan 
mempengaruhi tingkat kesuksesan maupun kegagalan pembangunan. Penerapan 
prinsip-prinsip good governance secara konsisten dalam pengelolaan kebijakan, 
program, dan proyek pembangunan, termasuk dalam pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, dimaksudkan untuk menghindarkan kegagalan pembangunan. 
Melihat besarnya pengaruh pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap 
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kinerja belanja negara dan daerah, dengan mempertimbangkan kelemahan-
kelemahan pada pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka penerapan 
tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem pengadaan nasional harus 
dilakukan. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintah secara konkret dalam 
pengadaan nasional bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengadaan 
nasional yang akuntabel, transparan, dan mendorong partisipasi masyarakat. 
Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem 
pengadaan diharapkan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, nepotisme, 
sehingga mampu meningkatkan kualitas barang dan jasa, serta mendorong efisiensi 
anggaran belanja negara pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 
Terkait dengan Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 
dalam sistem pengadaan barang dan jasa, dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
Kalimantan Barat gencar mengsosialisasikan berbagai aturan perundang-undangan 
yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Adapun salah satu contoh sosialiasi 
tersebut adalah sosialiasi tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana dinas 
Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengelar sosialisasi 
tersebut. Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu aspek krusial dalam 
mempercepat pelaksanaan belanja Negara, baik yang didukung dengan dana 
APBN maupun APBD. Percepatan pelaksanaan belanja ini berkaitan erat dengan 
tingkat penyerapan anggaran pembangunan, yang kemudian berdampak pada 
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percepatan pelaksanaan pembangunan dimana Pemerintah bertanggung jawab di 
dalamnya. 
Dalam rangka mewujudkan sistem pengadaan yang andal dan kredibel, 
diperlukan peraturan pengadaan barang/jasa yang komprehensif, terhindar dari 
multitafsir, serta berorientasi pada reformasi kebijakan pengadaan. Di samping 
itu, kebutuhan akan adanya payung hukum yang lebih tinggi juga dinilai cukup 
mendesak. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengatasi pengaturan 
sanksi yang lebih tegas atas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Selain itu, 
belum adanya aturan pengadaan yang komprehensif dan keinginan membangun 
pilar utama pengadaan sesuai Di Provinsi Kalimantan Barat, ada kecurigaan dari 
pihak-pihak tertentu bahwa sistem pengadaan online yang diterapkan tidak 
sepenuhnya dapat berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Padahal sistem 
yang dijalankan di LPSE Provinsi Kalimantan Barat adalah murni aplikasi dari 
LKPP yang mana Pemerintah Provinsi mempunyai hak terbatas untuk masuk ke 
dalam sistem/aplikasi tersebut. Sehingga kecurigaan tersebut mungkin perlu 
ditinjau ulang dan diklarifikasi kebenarannya. Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
adalah bertujuan untuk menyempurnakan peraturan terdahulu sehingga dapat 
mengakomodir kebutuhan akan peraturan perundangan yang jelas serta terhindar 
dari inkonsistensi aturan-aturan yang ada di dalamnya dan serta perlu adanya e-
catalog dan e-monev untuk mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian 
pengadaan barang dan jasa nantinya. 
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Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan dengan mengambil 
judul: “Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam 
Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa ( Studi Di Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Kalimantan Barat”.        
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, 
maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam 
penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa  pada Dinas Pekerjaan Umum 
Provinsi Kalimantan Barat ? 
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam rangka penerapan tata kelola 
pemerintahan yang baik  dalam  pengadaan barang dan jasa ? 
3. Upaya apa yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 
untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan tata kelola 
pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat ? 
A. Kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 
dalam Penerapan Tata Kepemerintahan yang baik dalam pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. 
Pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan 
Barat merupakan salah satu pilar utama dalam upaya Pemerintah untuk 
menegakkan tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara. 
Pemerintah Indonesia mengatur mekanisme pengadaan melalui Keputusan 
Presiden atau Peraturan Presiden, Keputusan dan Surat Edaran Menteri dan 
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berbagai keputusan serta instruksi lainnya oleh Gubernur, Walikota dan Bupati. 
Prosedur dan pelaksanaannya telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai 
jawaban terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kerangka hukum dalam 
mekanisme pengadaan pemerintah. 
Mekanisme Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat sebagai 
suatu perangkat hukum, sebagai sebuah institusi, juga sebagai kumpulan bentuk 
pola perilaku atau budaya organisasi pengadaan. Mekanisme pengadaan yang tidak 
dapat berfungsi dengan maksimal dapat membuka peluang korupsi, menimbulkan 
banyak protes dan kecurigaan terjadap integritas proses pengadaan, pada akhirnya, 
permasalahan tersebut dapat mengurangi minat pelaku usaha yang baik (nasional 
maupun asing) untuk berpartisipasi dalam pelelangan, sehingga pemerintah akan 
kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang murah untuk barang dan 
jasa yang lebih baik. 
Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. pedoman pengadaan yang buruk 
mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Mekanisme 
yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya 
memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat 
proyek bagi masyarakat. 
Apabila ditinjau dari berbagai aspek, dapat dikatakan bahwa pengadaan 
barang dan jasa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mampu untuk 
sepenuhnya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil 
penelitian pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat dirangkum 
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beberapa kendala yang dihadapi dan menjadi alasan utama mengapa Pengadaan 
barang dan jasa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mampu menerapkan 
prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. 
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan lelang umum tender pengadaan barang 
dan jasa pemerintah oleh Dinas Pekerjaann Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam 
prakteknya ternyata juga mengalami beberapa hambatan-hambatan, menurut hasil 
wawancara dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Barat 
bahwa kendala-kendala tersebut antara lain :
8
 
1. Kurangnya jumlah personel dari instansi yang dinyatakan lulus sertifikasi 
pengadaan barang dan jasa oleh Bappenas. 
Tidak memadainya jumlah personel yang dinyatakan lulus sertifikasi pengadaan 
barang dan jasa pemerintah merupakan hambatan utama dalam proses pengadaan 
barang dan jasa. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya jumlah 
kepanitiaan dlam pelaksanaan lelang, sedangkan dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah disebutkan bahwa panitia lelang minimal harus terdapat 3 anggota 
panitia lelang selain Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat 
Pembuat Komitmen. Padahal dalam pelaksanaan lelang terdiri dari Pengguna 
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPKom dan panitia lelang dimana 
kesemuanya tidak boleh terdapat rangkap jabatan. Akhirnya untuk mengatasi 
kelangkaan personel yang akan dijadikan panitia lelang, oleh DPU mengambil 
                                                             
8
 Hasil Wawancara dengan sekretaris dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 
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langkah untuk mengambil personel lelang dari dinas atau sub dinas yang lain. 
2. Adanya benturan jadwal lelang dengan personel yang berasal dari instansi dari 
luar. 
Sebagai contoh, ketika DPU mengambil panitia lelang dari instansi Administrasi 
Daerah. Namun suatu ketika instansi Adminstrasi Daerah juga menyelenggarakan 
pengadaan barang dan jasa pada saat yang bersamaan dengan DPU, padahal 
personel yang dijadikan panitia lelang di DPU juga menjadi panitia lelang di 
instansi Adminstrsai Daerah. Hal tersebut sangat dimungkinkan untuk terjadi 
mengingat akan kebutuhan dari setiap instansi untuk melakukan pengadaan 
barang dan jasa. Gambaran dari hambatan tersebut juga disebabkan karena 
kurangnya personel dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian langkah yang 
bisa diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pengaturan ulang 
jadwal lelang dari tiap personel terutama personel dari luar instansi DPU. 
3. Tim teknis yang mengkoreksi atau memeriksa dokumen perencanaan kurang 
efektif sehingga dokumen lelang yang nantinya akan diambil oleh rekanan 
menjadi kurang lengkap. Untuk mengatasi hal tersebut maka oleh instansi 
diadakan pemeriksaan ulang oleh panitia lelang atau PPKom setelah dokumen 
tersebut diperiksa oleh tim teknis. 
4. SDM dari penyedia jasa kurang. 
Rekanan yang datang dalam proses penjelasan dinilai tidak mempunyai 
kompetensi karena biasanya dijumpai adanya perwakilan dari rekanan yang 
ternyata tidak memahami teknis pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan. Dan 
untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan upaya optimalisasi terhadap 
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sarana atau proses penjelasan dalam upaya pemberian keterangan terhadap para 
rekanan. 
Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum  Provinsi Kalimantan 
Barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan 
Tata Kepemerintahan yang baik penyelenggaran pengadaan barang dan 
jasa pemerintah. 
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Mencermati perkembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa 
pemerintah, kebijakan pengadaan saat ini berorientasi pada mekanisme pasar dan 
mengadopsi prinsip-prinsip universal yang diterima secara internasional, dimana 
para peserta lelang bersaing secara bebas satu sama lain. Hal ini mengisyaratkan 
empat prinsip dasar bagi suatu sistem pengadaan pemerintah yang baik, berikut 
ini: 
a. Memaksimalkan prinsip ekonomi dan efisiensi. 
b. Meningkatkan persaingan dan mendorong partisipasi para pemasok dan 
kontraktor semaksimal mungkin dalam menawarkan barang, konstruksi atau 
jasa. 
c. Perlakuan yang adil dan sama bagi semua pemasok dan kontraktor. 
d. Keterbukaan dalam prosedur dan meminimalkan kesempatan korupsi dan 
kolusi. 
Kerangka hukum pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan publik telah 
mengalami kemajuan cukup pesat semenjak dikeluarkannya Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. 
Perangkat hukum ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar tata 
kepemerintahan yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa yang 
transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien. 
Upaya penerapan tata kepemerintahan dalam pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat belum 
dapat direalisasikan sepenuhnya, hal ini disebabkan keterbatasan sumber-sumber 
daya seperti minimnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana informasi dan 
teknologi, kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang 
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tidak kondusif menjadi hambatan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang 
baik dalam pelaksanan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Tata 
Kepemerintahan yang baik penyelenggaran pengadaan barang dan jasa, Dinas 
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat menetapkan dan melaksanakan 
beberapa kebijakan strategis dalam upaya mewujudkan pengadaan barang dan 
jasa yang baik, yaitu : 
a. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Tim Pembina 
Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawasan 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan 
Barat, Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat, dan Biro Hukum 
Setda Provinsi Kalimantan Barat, Tim ini melaksanakan tugas dan fungsi 
pokoknya secara adhoc dan bertanggungjawab secara langsung kepada 
Gubernur Kalimantan Barat. Tugas dan Fungsi Pokok Tim ini antara lain 
melakukan pembinaan dan pengendalian Pembangunan Provinsi Kalimantan 
Barat. 
b. Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan 
anggaran berbasis kinerja. Sistem ini memperhatikan indikator keberhasilan 
suatu kegiatan yang terdiri dari Capaian Program, Input, Output, Benefit dan 
Impact pengalokasian anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai 
pengguna anggaran. Penerapan indicator kinerja diharapkan dapat 
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mendongkrak akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat
9
. 
c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Harga 
Satuan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Gubernur 
tersebut menjadi pedoman dalam menganalisis standar belanja dan penyusunan 
harga standar setiap unit barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinisi 
Kalimantan Barat. Penetapan Standar Biaya ini diharapkan dapat menekan 
tindakan penggelembungan (Mark-Up) biaya yang terjadi pada penganggaran 
atau penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
10
. 
d. Melakukan penindakan yang tegas terhadap segala penyimpangan yang 
bertentangan dengan hukum dan kebijakan pemerintah dalam pengadaan 
barang dan jasa. Dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat mengangkat secara 
langsung Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas 
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di instansi yang 
bersangkutan, dan apabila ada indikasi penyimpangan dan bertentangan dengan 
kebijakan gubernur Kalimantan Barat, maka pengelola kegiatan tersebut 
diusulkan ke Gubernur Kalimantan Barat untuk diganti. 
e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap semua kegiatan penagdaan barang dan jasa, hal ini diimplementasikan 
melalui Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat dengan menginstruksikan 
                                                             
9 Biro Pembangunan Sekretarian Daerah Provinsi Kalbar. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 
2015 
10 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar.Peraturan Gubernur kalbar Nomor 58 tahun 2015 tentang 
standar biaya dan harga satuan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2015 
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 kepada seluruh Kepala Dinas/ Instansi/ Kantor/ Badan  untuk menyampaikan 
laporan fisik dan keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah 
kepada Gubernur Kalimantan Barat Up. Kepala Biro Pembangunan Setda 
Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan antara lain kepada Kepala 
Bawasda Provinsi Kalimantan barat, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan 
Barat, dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang 
dirinci sesuai dengan masing-masing uraian jenis pengeluaran di dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan harus disampaikan paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya
.
 
f. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personil yang ahli pengadaan, 
maka Dinas PU Kalbar bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Barat melalui Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat 
menganggarkan dana untuk kegiatan pendidikan danlatihan sertifikasi 
pengadaan barang dan jasa.  
g. Dalam rangka untuk mewujudkan keterbukaan informasi pengadaan barang 
dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2006 
tentang perubahan keenam Kepetusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 4 
(huruf i), maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Surat 
Kabar Harian Berkat  sebagai surat kabar provinsi Kalimantan Barat untuk 
pengumuman proses pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi 
Kalimantan Barat. Penetapan tersebut dilakukan melalui Surat Keputusan 
Gubernur Kalimantan Barat
11
. Dengan ditetapkannya Surat Kabar Harian 
                                                             
11 Biro Hukum Sekretarian Daerah Provinsi Kalbar. Surat. 
25 
 
Rakyat Kalimantan Barat tersebut, pada hakikatnya setiap proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintah harus diumumkan di Harian Rakyat Berkat untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka
12
. 
Sehubungan dengan itu, pada Penjelasan pasal 48 (ayat 6) Peraturan 
Presiden Nomor 85 tahun 2006, maka informasi pengadaan yang wajib 
diberikan kepada masyarakat adalah: 
a) Perencanaan paket-pekat pekerjaan 
b) Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa 
c) Hasil evaluasi prakualifikasi 
d) Hasil evaluasi pemilihan penyedia 
e) Dokumen Kontrak 
f) Pelaksanaan Kontrak. 
Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat 
menerapkan keterbukaan dalam Pemerintahan telah diimplementasikan secara 
nyata, yaitu dengan dilaksanakannya Ekspose Rencana Kinerja Instansi di 
jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat., semua Instansi dan Badan Usaha 
Milik Daerah di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus 
menyampaikan ekspose rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa, dengan 
dikoordinir oleh para Asisten Sekretariat Daerah sesuai bidangnya. 
Keterbukaan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi Kalimantan 
Barat merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji 
untuk mencapai kinerja pengadaan yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 
satu tahun, dimaksudkan sebagai dasar Komitmen Pemerintah sesuai Instruksi 
                                                             
12 Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2006 tentang Perubahan keenam keppres nomo 80 tahun 2003. Pasal 1 angka 
23 Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, 
yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur. 
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Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan  Pemberantasan 
Korupsi. Komitmen transparansi yang diharapkan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat menjadi jaminan bagi meningkatnya kualitas pelayanan bagi 
masyarakat, dan terbukanya akses informasi yang sinergis antara Pemerintah 
dan masyarakat dan pengusaha bagi terselenggaranya pengadaan barang dan 
jasa pemerintah yang baik pada Provinsi Kalimantan Barat. 
Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang E-Goverment dan 
upaya untuk menerapkan tranparansi pengadaaan barang dan jasa melalui 
layanan Aplikasi E-Procurement, maka untuk tahun 2015 Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat mengalokasikan dana Rp. 1.200.000.000.00. anggaran 
tersebut untuk membiayai pembangunan Website Resmi Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat. Layanan E-Procurement diharapkan dapat meningkatkan 
penyebarluasan informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat secara online kepada masyarakat umum dan lingkungan 
dunia usaha khususnya.selain itu Pengadaan barang dan jasa melalui E-
Procerument diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan dalam proses 
pelelangan pengadan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
h. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa 
dengan prinsi-prinsip pengelolaan keuangan daerah, Tahun Anggaran 2007 
dibangun jaringan Sistem Informasi Keuangan bekerjasama dengan Departemen 
Keuangan dan Direktorat Jenderal Biro Administrasi Keuangan Daerah 
Departemen Dalam Negeri. Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah sarana 
yang sangat penting dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang 
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mengutamakan transparansi keuangan
13
. 
Suksesnya penerapan good governance dalam pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diukur dari tingkat keberhasilan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menekan korupsi, kolusi, dan nepotisme 
dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
1. Kendala-kendala  yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
Kalimantan Barat  dalam pelaksanaan lelang umum tender pengadan barang 
dan jasa antara lain kurangnya jumlah personel dari instansi yang dinyatakan 
lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa; adanya benturan jadwal lelang 
dengan personel yang berasal dari instansi dari luar; kurang efektifnya tim 
teknis yang mengkoreksi atau memeriksa dokumen perencanaan; SDM dari 
penyedia jasa kurang. 
2. Bahwa upaya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengambil 
kebijakan strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan 
Tata Keperintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 
pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut : 
a) Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
membentuk Tim Pembina Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang 
melaksanakan Tugas dan Fungsi Pokok Tim ini antara lain melakukan 
pembinaan dan pengendalian Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 
khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Provinsi 
                                                             
13 Biro Pembangunan Sekretarian Daerah Provinsi kalbar. Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah tahun 
2007. 
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Kalimantan Barat telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. 
Penerapan indicator kinerja diharapkan dapat mendongkrak akuntabilitas 
pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
b) Untuk menghindari penggelembungan (Mark-Up) biaya dalam tahap 
penganggaran dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan 
barang dan jasa, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2015 tentang 
Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
c) Dinas Pekerjaan umum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pengadaan 
barang dan jasa, 
d) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Pembangunan 
Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan dana untuk kegiatan 
pendidikan dan latihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pagi pegawai 
yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.  
e) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Surat Kabar Harian 
Berkat sebagai Surat Kabar Provinsi Kalimantan Barat untuk pengumuman 
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi Kalimantan Barat.  
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